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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman 

atas Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan 

Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)” adalah hasil penelitian 

pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan hukum 

hakim dalam putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas 

tindak pidana perdagangan orang terhadap anak serta bagaimana tinjauan hukum 

pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.MDN tentang hukuman atas tindak pidana perdagangan 

orang terhadap anak. 

Jenis pnelitian ini adalah penelitian kualititatif, dengan metode penelitian 

kualitatif-deskriptif, serta menggunakan pendekatan yuridis-normatif.  Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Setelah 

semua data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis 

dan dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan 

dianalisis menurut hukum pidana Islam.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertimbangan hukum hakim 

dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn 

tentang tindak pidana perdagangan orang telah diputus oleh Majelis Hakim 

berdasarkan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar 

pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Majelis Hakim 

memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 

sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 

(satu) bulan kepada terdakwa. Akan tetapi, Hakim di dalam pertimbangannya 

tidak mempertimbangkan saksi korban yang masih tergolong anak dibawah umur. 

Oleh sebab itu, seharusnya terdakwa dijerat juga dengan pasal 17 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa 

seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pasal 2 ayat (1). 

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah termasuk jari>mah takzir. Unsur-unsur jari>mah 
dalam tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi. Dan sanksinya sesuai 

dengan hukuman takzir yang ditentukan oleh ulil amri atau Majelis hakim yaitu 

berupa hukuman pidana penjara dan denda sesuai dengan kemaslahatan umat 

dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 

21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Berhubungan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada aparatur 

penegak hukum untuk selalu meningkatkan dan bersinergi dalam memberantas 

tindak pidana perdagangan orang terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk 

memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat 

serta kemaslahatan bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kehidupan bermasyarakat mengalami perubahan yang signifikan 

setiap harinya. Beberapa aspek kehidupan mengalami perubahan yang begitu 

pesat. Salah satu aspek yang sangat terasa perubahannya dalam masyarakat 

adalah aspek ekonomi seperti lapangan pekerjaan yang terkadang sulit 

didapatkan bagi beberapa orang. Dalam memenuhi itu semua, terkadang 

beberapa orang menggunakan cara-cara yang instan yang bisa jadi dapat 

melanggar peraturan atau hukum yang ada. Salah satu cara yaitu dengan 

melakukan perdagangan orang. Maraknya perdagangan orang ini diawali 

dengan semakin meningkatnya pencari pekerjaan dari kaum laki-laki maupun 

perempuan bahkan anak di bawah umur.1 Korban utama dalam perdagangan 

orang ini adalah wanita dan anak-anak (berumur di bawah 18 tahun). Mereka 

merupakan kalangan utama yang jadi sasaran para penjahat human trafficking, 

yang dimana perbuatan tersebut merupakan perluasan dari pelanggaran hak 

asasi manusia.2 

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang dimulai dari 

perkembangan hukum hak asasi manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari 

                                                           
1  Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 6. 
2  Dian Kartika Sari, “Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak dalam Tinjauan 

Hukum”, Makalah disampaikan pada Semiloka sehari Women Trafficking dalam Perspektif 

Agama dan Budaya (Jakarta: 2002), 1. 
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konsep hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berakar pada batin 

manusia, atau masyarakat, dan hukum alam itu terlepas dari konvensi, 

perundang-undangan, atau alat-alat kelembagaan lainnya.3  

Hukum alam berasal dari konsep Yunani Kuno, yaitu setiap gerak alam 

semesta diatur oleh hukum abadi yang tidak pernah berubah-ubah. Perbedaan 

yang terjadi tentang ukuran adil selalu terkait dengan sudut pandang 

pendekatannya. Adil menurut hukum alam atau adil menurut hukum 

kebiasaan.4 

Dalam ajaran Islam, hukum alam merupakan sunnatullah. Sesuatu 

berjalan sesuai dengan kehendak atau izin Allah. Irama hukum alam yang logis 

adalah bagian dari kebesaran Tuhan. Dalam hukum Islam, hak asasi manusia 

menempati posisi penting, setiap hak harus dikembalikan kepada sumber 

rujukan yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. Dengan menyebutkan Allahu Akbar 

(Allah Maha Besar), manusia hanya hamba Allah. Hal ini berarti menutup diri 

dari segala penghambaan terhadap sesuatu selain Allah (Tuhan), atau tidak 

menghamba kepada yang lain, selain kepada Allah.5 Dalam al-Qur’an surat 

An-Nur ayat 33 telah dijelaskan:  

ُ مِن فضَۡلِهِۗۦ وَٱلَّذِينَ  وَلۡيسَۡتعَۡفِفِ ٱلَّذِينَ لََ يجَِدوُنَ نكَِاحًا حَتَّىَٰ يغُۡنيِهَُمُ ٱللَّّ

نكُُمۡ فكََاتِ  ا مَلكََتۡ أيَۡمََٰ بَ مِمَّ  وَءَاتوُهُم ا  بوُهُمۡ إنِۡ عَلِمۡتمُۡ فيِهِمۡ خَيۡريبَۡتغَوُنَ ٱلۡكِتََٰ

                                                           
3  Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab Dan Refleksinya (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 1994), 18. 
4  Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan 

Pencegahannya (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1. 
5  Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan 

Agenda (Jakarta: Gema Insani, 2003), 72. 
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ن الِ  م ِ ِ  مَّ كُ  ٱلَّذِيَٰٓ  ٱللَّّ نءَاتىََٰ َٰٓءِ إنِۡ أرََدۡنَ تحََصُّ تكُِمۡ عَلىَ ٱلۡبغِاَ  امۡ  وَلََ تكُۡرِهُواْ فتَيَََٰ

ةِ  عَرَضَ  ل ِتبَۡتغَوُاْ  َ  فإَنَِّ  يكُۡرِههُّنَّ  وَمَن ٱلدُّنۡياَ   ٱلۡحَيوََٰ هِهِنَّ  بعَۡدِ  مِن   ٱللَّّ  إكِۡرََٰ

حِيم غَفوُر  )٣٣(  رَّ

 “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan 

perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu 

mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 

sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan 

janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 

pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu 

hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa 

mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” 

Islam juga melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, 

dilarang bunuh diri, dan pembunuhan. Islam juga menyelamatkan nasib para 

budak, hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam. Pada 

zaman pra-Islam, perbudakan telah berkembang tanpa kontrol dan kebanyakan 

budak mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Pemilik budak memiliki 

dan menggunakan kekuasaan atas hidup dan matinya si budak. Islam juga 

melarang perbuatan perbudakan demikian. Rasulullah SAW telah melakukan 

usaha perlindungan terhadap budak, yaitu dengan memberikan perlakuan 

manusiawi kepada budak, memberikan peluang untuk meraih kemerdekaan. 

Menurutnya perbuatan baik kepada budak adalah perbuatan yang sangat mulia.  

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti semua aspek 

kehidupan harus sesuai dengan aturan hukum yang ada. Semua pihak yang 

berada di negara ini harus menaati dan menjalankan aturan hukum. Sehingga 

tujuan dari negara dapat tercapai dengan adanya hukum ini.  
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Salah satu hukum yang mengatur masyarakat adalah hukum pidana. 

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan 

untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam 

masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang 

dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran 

akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam 

masyarakat.  

Hukum pidana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana 

dalam membasmi kejahatan, oleh karena itu pengaturan hukum pidana 

berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga 

negara terkait dengan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, 

penipuan dan lain sebagainya, yang di tengah masyarakat dipandang sebagai 

perbuatan tercela. Hukuman  kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk 

sanksi paling keras karena sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti 

pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai 

bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhi hukuman mati. 

Tetapi dalam perkembangannya, hukum pidana ternyata tidak melulu 

mengatur masalah kejahatan, tetapi meluas kepada apa yang kemudian 

disebut sebagai pelanggaran.6  

Pengistilahan perdagangan orang pertama kali dijelaskan 

pengertiannya pada tahun 2000 saat majelis umum Perserikatan Bangsa-

                                                           
6  Effendi Erdiyanto, Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011), 2. 
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Bangsa menggunakan protocol untuk mencegah, menekan dan menghukum 

perdagangan terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak yang 

akhirnya terkenal dengan sebutan  “Protocol Palermo”. Protocol Palermo yang 

ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan dijalankan pada tanggal 25 

Desember 2003 menjadi alat hukum atas perjanjian yang mengikat untuk 

membuat kewajiban bagi seluruh negara yang menyetujuinya agar 

meratifikasikan protocol tersebut.7  

Menurut pasal 3 huruf a Protocol Palermo, perdagangan orang 

diartikan sebagai: perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, 

penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan 

kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, 

penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan 

keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi 

yang dimaksud dalam Protocol Palermo ini setidaknya mencakup eksploitasi 

melalui pelacuran, melalui seksual, kerja paksa atau melayani secara paksa, 

perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, dan 

penghambaan atau dengan pemindahan organ tubuhnya.8 

Adapun kasus perdagangan orang yang terjadi di Pengadilan Negeri 

Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, dengan Denny sebagai terdakwa, 

dan para korban yaitu Agustina alias Ria, Tasya Amelia alias Tasya, dan 

                                                           
7  Paul Sinlaloe, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Malang: Setara Press, 2017), 1. 
8  Ibid., 2. 
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Fadilla alias Dilla yang masih berusia 16 tahun. Para korban tersebut 

ditawarkan pengguna layanan seks. Dalam amar putusannya Hakim 

menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda 

sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 1 (satu) bulan.  

Penulis tertarik untuk meneliti putusan tersebut karena hakim 

memutus pelaku menggunakan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan 

orang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 

120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 

(satu) bulan. Padahal sesuai dengan perundang-undangan seharusnya hakim 

menjerat pelaku dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 jo pasal 17 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007, mengingat korban tindak pidana tersebut 

masih dibawa umur, hakim seharusnya mempertimbangkan hal tersebut, 

sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan yakni ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana pada pasal 2 ayat (1).  

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin 

tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, 

bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. 

Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana 
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adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya 

hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu 

hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan 

seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat 

yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.  

Maka dari itu, dari pandangan diatas diperlukan suatu penelitian yang 

membahas tentang tindak perdagangan orang. Bukan hanya orang-orang 

dewasa yang dijadikan korban, tetapi tindak pidana tersebut juga dilakukan 

terhadap anak. Serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus 

perkara tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dengan demikian, 

penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman 

Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi masalah 

Dalam paparan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini, adalah: 

a. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana 

perdagangan orang terhadap anak menurut hukum positif. 
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b. Kualifikasi bentuk penjatuhan pidana dalam tindak pidana 

perdagangan orang terhadap anak menurut hukum Islam.  

c. Analisis Pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri 

Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. 

d. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam 

putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. 

2. Batasan masalah  

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalahnya adalah: 

a. Analisis Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana 

perdagangan orang terhadap anak. 

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum dalam 

putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas 

tindak pidana perdagangan orang terhadap anak. 

 

C. Rumusan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan 

awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah: 

1. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana 

perdagangan orang terhadap anak?  
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2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana 

perdagangan orang terhadap anak? 

 

D. Kajian Pustaka  

Banyak pembahasan yang menjelaskan tentang tindak pidana 

perdagangan orang yang bisa dijumpai dalam berbagai media yang berbentuk 

cetak maupun elektronik. Penjelasannya sangat bermacam-macam, contohnya 

seperti membahas tentang dampak yang timbul terhadap psikologi korban, 

maksud dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut dan ada juga yang 

menjelaskan mengenai bagaimana bentuk hukuman yang diberikan terhadap 

terdakwa yang melakukan perdagangan orang. Kajian pustaka ini berisi 

penjelasan secara terstruktur tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian terkait dengan 

penelitian  yang akan penulis teliti, antara lain : 

1. Penelitian Komang Agung Cri Brahmanda, Universitas Udayana pada 

tahun 2016 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban 

Perdagangan Orang (Human Trafficking)” yang fokus pembahasannya 

tentang korban perdagangan orang dari segi perlindungan hukum serta 

hak-haknya.  Peneliti lebih memfokuskan penelitiannya dari perspektif 

perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban perdagangan orang, 

serta memfokuskan pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
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yang dapat dilakukan melalui pengembangan norma hukum dan 

penegakan hukum.9 

2. Penelitian Eldi Rizqi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara 

Medan pada tahun 2017 yang bejudul “Analisis Hukum Pidana terhadap 

Perdagangan Orang (Wanita) dalam Perspektif Kriminologi (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Medan), fokus pembahasan dalam penelitian 

ini adalah pertama pertimbangan hakim tentang penjatuhan pidana dalam 

tindak perdagangan orang dalam perpektif kriminologi.10 

3. Penelitian Nurul Fahmy Andi Langgai, Universitas Hasanudin pada tahun 

2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 

1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks), yang fokus penelitian pada tindak pidana 

perdagangan orang dan ditemukan bahwa penerapan hukum pidana 

materiil  yang diterapkan jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut 

sudah tepat dan hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hal yang 

memberatkan dan meringankan sanksi pidana.11 

4. Penelitian Andi Kurnia, Program Studi Hukum Pidana Islam, UIN Sunan 

Ampel Surabaya pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Pidana 

                                                           
9  Komang Agung Cri Brahmanda, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang 

(Human Trafficking)” (Skripsi--Universitas Udayana, Denpasar, 2016), 65. 
10  Eldi Rizqi, “Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) 

dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)” (Skripsi--Universitas 

Sumatera Utara, Medan, 2017), 62. 
11  Nurul Fahmy Andi Langgai, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)” (Skripsi--Universitas 

Hasanudin, Makassar, 2017), 78. 
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Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru 

No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang” yang dalam 

penelitian tersebut lebih mendeskripsikan wanita yang menjadi korban 

tindak pidana perdagangan orang dan dieksploitasi secara seksual. Serta 

dalam penelitian ini menitikberatkan pada putusan hakim yang 

mengesampingkan asas lex specialis derogat lex generalis. 12 

5. Penelitian Febrian Dwi Adifkiardha, Program Studi Hukum Pidana Islam, 

UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan 

Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Perdagangan 

Orang yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY) fokus pembahasan 

penelitian tersebut adalah tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan 

pasal 17 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007.13 

Maka penelitian yang akan penulis bahas akan berbeda dari penelitian-

penelitian di atas. Penelitian penulis lebih memfokuskan pada percobaan 

tindak pidana perdagangan orang terhadap anak, berdasarkan pada pasal 2 ayat 

(1) jo Pasal 10 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini sejalan dengan 

pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

                                                           
12  Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang” (Skripsi--UIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 75. 
13  Febrian Dwi Adifkiardha, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri 
Surabaya Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.SBY)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 

89. 
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3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana perdagangan orang terhadap anak.  

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarakan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana 

perdagangan orang terhadap anak. 

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hukum dalam putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang 

hukuman atas tindak pidana perdagangan orang terhadap anak 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian  

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat 

yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam hukuman atas 

pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak baik dari 

perspektif hukum positif maupun hukum Islam. 
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2. Penelitian ini secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau 

pembanding serta sumber informasi masyarakat, mahasiswa, pejabat 

negara, lembaga atau insatansi hukum dalam menganalisis pertimbangan 

hakim yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap 

anak. 

 

G. Definisi Operasional  

Agar penelitian ini mudah dipahami serta menghindari 

kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, penulis memberikan definisi 

operasional sebagai berikut:  

1. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini ialah fiqh 

jinayah yang mana tindak pidana perdagangan orang masuk kedalam 

konsep jari>mah takzir yang hukumanya ditentukan oleh ulil amri. 

2. Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam penelitian ini 

ialah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, penerimaan, 

penampungan baik dengan menggunakan paksaan atau tanpa paksaan 

yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap orang tersebut. 

Yang dalam penelitian ini tindak pidana perdagangan orang ini telah 

diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 jo pasal 17 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang.  

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian ini korban 
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masih berumur 16 tahun, yang berarti di mata hukum masih dalam 

kategori anak. 

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan suatu isu yang 

berkembang serta menjelaskan sistematika cara agar menemukan suatu isu 

tersebut dengan menggunakan metodologi atau teori ilmiah, yang pada 

akhirnya akan mendapatkan kesimpulan yang disesuaikan terhadap kebenaran 

ilmiah agar menjawab isu hukum yang ditelaah, dan selanjutnya ditarik 

kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah isu tersebut. 14  Metode 

penelitian ini berguna untuk memberikan arahan atau langkah-langkah 

penelitian, sehingga dapat terungkap kebenaaran secara ilmiah. Adapun 

metode penelitian ini adalah:  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif analisis yakni landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu 

agar fokus penelitian seusai dengan fakta dalam penelitian ini yakni 

putusan. Studi putusan yang menggunakan metode kepustakaan, karena 

sumber data dari penelitan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan 

                                                           
14  Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1991), 24.  
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Nomor: 3107/\Pid.Sus/2018/PN.Mdn mengenai hukuman bagi terdakwa 

tindak pidana perdagangan orang terhadap anak.  

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

berfokus pemahaman terhadap fenomena hukum dari perspektif hukum. 

Dalam penelitian ini berfokus pada putusan yang dianalisis dengan 

landasan teori yang nantinya menjadi hasil dari penelitian ini. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang 

berfokus pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan serta norma yang telah berkembang di masyarakat.15 

4. Data yang dikumpulkan  

Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Data mengenai pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri 

Medan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. 

b. Data mengenai pandangan hukum pidana Islam pada tindak pidana 

perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak.  

5. Sumber data penelitian 

                                                           
15  Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105. 
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Sumber data penelitian ini berasal dari data primair dan data sekunder. 

Adapun Sumber data primair dalam penelitian ini berasal dari direktori 

putusan Mahkamah Agung, dan per-Undang-undangan. Sedangkan 

Sumber data sekunder dalam penelitian in berasal dari buku-buku yang 

ada di Perpustakaan UIN Sunan Ampel dan Perpustakaan Daerah 

Surabaya serta internet. 

a. Data Primer 

Data yang diambil langsung adalah sumber primer/utama 

yang menunjukan paparan lengkap tentang data yang digunakan 

sebagai penelitian oleh peneliti. Sumber data primer merupakan 

sumber hukum yang memiliki otoritas. 16  Sumber primer yang 

digunakan pada penelitian ini meliputi:  

1) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.  

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

3) Abdul Qadir Audah. At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami. Beirut: 

Muassah Ar-Risalah. 2000. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tidak langsung yang memiliki 

fungsi sebagai penunjang terhadap lengkapnya penelitian. Data 

                                                           
16  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 181.  
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sekunder merupakan semua hasil publikasi yang berkaitan dengan 

hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. 17  Adapun yang 

menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar 

Gafika. 2005. 

2) Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: 

Sinar Grafika. 2012. 

3) M. Nurul Irfan, Mayrofah. Fikih Jinayah. Jakarta: Amzah. 2014. 

4) Paul Sinlaeloe. Tindak Pidana Perdagangan Orang. Malang: 

Setara Press. 2017. 

5) Wirjono Prodjodikoro. Tindak-Tindak Pidana Tertentu di 

Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2010. 

6. Teknik pengumpulan data  

Teknik yang dipakai pada penelitian ini ialah:  

a. Dokumentasi ialah teknik memperoleh data dengan menelaah 

dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn merupakan dokumen tersebut. 

b.  Pustaka ialah teknik memperoleh data menggunakan telaah 

informasi yang berkaitan dengan tema atau masalah yang sedang 

                                                           
17  Ibid., 181. 
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ditelti dengan menggunakan buku atau literatur yang 

berkesinambungan terhadap penelitian yang dilakukan. 

7. Teknik pengolahan data  

Dilakukan ketika seluruh yang berkaitan dengan permasalahan 

telah lengkap yang selanjutnya akan dikelola menggunakan beberapa 

teknik, yaitu:  

a. Editing (sunting data), yaitu data yang didapatkan akan diperiksa 

kelengkapannya, sehingga dapat diketahui bahwa data tersebut bisa 

atau tidak dilakukan proses selanjutnya.  

b. Interpretasi, yaitu memberikan penjelasan utuh terhadap data yang 

membutuhkan penjelasan atau kurang jelas, sehingga didapat 

pengertian yang mudah. 

c. Analizing, yaitu melakukan analisa pada Putusan Pengadilan Negeri 

Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dengan menggunakan 

hukum pidana Islam serta Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 

sebagai hasil data yang diperoleh. Yang kemudian dijabarkan 

menggunakan kaidah, teori serta dalil agar diperoleh kesimpulan 

akhir yang merupakan jawaban dari masalah yang dipertanyakan.  

 

8. Teknik analisis data 

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif. 
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a. Deskriptif analisis adalah menjabarkan serta menguraikan data sesuai 

yang diperoleh. Data itu merupakan pertimbangan hukum hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang perdagangan orang terhadap 

anak. Kemudian dijelaskan hasil analisa dengan teori hukum pidana 

Islam yakni teori hukuman takzir serta Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2007.  

b. Pola pikir deduktif ialah pola yang dimulai dari variabel umum yaitu 

teori hukuman takzir yang kemudian digunakan pada variabel khusus 

yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis agar mempermudah 

dalam mengerti serta memahami penulisan skripsi. Maka dari itu, penulis akan 

membagi dan menjelaskan penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab penyusunan. 

Adapun secara umum penelitian ini diuraikan berdasarkan penyusunan 

sistematika sebagai berikut:  

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan.   
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Bab kedua, berisikan landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang 

pengertian dan landasan hukum yang terkait konsep hukuman takzir dan 

tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dalam hukum pidana Islam.  

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai putusan Pengadilan 

Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Di bab ini membahas 

antara lain: Deskripsi Kasus, Dakwaan dan Tuntutan, Landasan Hukum 

Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim, Putusan Hakim. 

Bab keempat, merupakan hasil dari penelitian diantaranya: (1) analisis 

pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana perdagangan 

orang terhadap anak. (2) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 

hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang hukuman atas tindak pidana perdagangan 

orang terhadap anak. 

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab 

penutup dalam penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK 

A. Konsep Hukuman Takzir 

1. Pengertian dan dasar hukuman  

Hukuman pada pokoknya memiliki maksud yakni untuk 

memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka 

dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam merupakan rahmatan lil’alamin, 

yang memiliki arti untuk memberi petunjuk serta pelajaran kepada 

manusia. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga 

masyarakat dan tertib sosial. Hukuman itu hendaknya harus memiliki 

dasar, baik dari al-Qur’an, Hadis, ataupun lembaga legislatif yang 

memiliki kewenangan dalam menetapkan hukuman untuk kasus takzir. 

Selain itu, hukuman hendaknya harus bersifat pribadi, yakni hanya 

dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan 

prinsip bahwa. “seseorang tidak menanggung dosanya orang lain”.1 

2. Pengertian takzir 

Takzir menurut bahasa berasal dari kata  َر  yang sinonimnya عَزَّ

yakni  ُّد  .(mendidik) التَّأدِْيْبُ  dan (mencegah dan menolak) الْمَنْعُ وَالرَّ

Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir 

                                                           
1  A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), 25. 
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Audah dan Wahbah Zuhail. Takzir diartikan mencegah dan menolak 

karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Takzir diratikan mendidik karena takzir memiliki maksud untuk mendidik 

dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya 

kemudian meninggalkan dan menghentikannya.2 

Secara istilah, takzir yang didefinisikan oleh Al-mawardi yakni 

“Takzir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa 

(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak”. Sedangkan 

menurut Wahbah Zuhaili memberikan definis takzir yakni “Takzir 

menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat 

atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula 

kifarat”.Dari definisi-definisi tersebut, maka takzir ialah suatu istilah 

untuk hukuman atas jari>mah-jari>mah yang hukumannya belum ditetapkan 

oleh syarak. Di kalangan fuqaha jari>mah-jari>mah yang hukumannya 

belum ditetapkan oleh syarak dinamakan dengan jari>mah takzir. Jadi, 

istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jari>mah 

(tindak pidana). 3 

Hukuman takzir ialah hukuman pendidikan atas dosa (tindak 

pidana) yang belum ditentukan oleh syarak. Hukuman takzir merupakan 

sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, baik yang 

dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran 

                                                           
2  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248. 
3  Ibid., 249. 
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hingga hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera bahkan 

sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. 

tindak pidana yang diancamkan hukuman takzir adalah setiap tindak 

pidana selain tindak pidana hudud, kisas dan diat. Hakim didelegasikan 

wewenang untuk memilih hukuman sesuai dengan keadaan tindak pidana 

serta pelakunya itu sendiri.4 

3. Dasar hukum disyariatkannya takzir 

Dasar hukum disyariatkannya takzir terdapat dalam beberpa hadis 

Nabi Saw dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yakni5: 

a. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abi Burdah 

 ِ ُ عَنْهُ أنََّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللََّّ عَنْ أبَيِ برُْدةًَ الأنَْصَارِىْ رَضِىَ اللََّّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُْلُ: لَيَجُْلدَفُوَْقَ عَشْرَ  ةَ أسَْوَاطٍ إلََِّفىِ حَد ٍ صَلَّى اللََّّ

ِ تعَاَلىَ )متفق عليه(  مِنْ حُدوُْدِاللََّّ
 

“Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar 

Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh dijilid di atas sepuluh 

cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh 

Allah Ta’ala”. (Muttafaq alaih) 

 

b. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ُ عَنْهَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ وَعَنْ عَا ئِشَةَ رَضِىَ اللََّّ

قاَلَ: أقَيِْلوُْاذوَِى الْهَيْئاَتِ عَثرََاتهِِمْ إلََِّ الْحُدوُْدَ )رواه أحمد و أ 

والبيهقى( بوداودوالنسائى  
 

“Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi Saw bersabda: Ringankanlah 

hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan 

kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jari>mah-
jari>mah hudud.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, 

Nasa’i dan Baihaqi) 

                                                           
4  Tim Tsalisah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III. (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.tt), 84. 
5  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252. 
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Secara umum hadis-hadis diatas menjelaskan eksistensi Takzir 

dalam syariat Islam. Hadis pertama menjelaskan tentang batasan 

hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk 

membedakan dengan jari>mah hudud. Dengan batas hukuman ini dapat 

diketahui apa saja yang termasuk jari>mah hudud dan apa saja yang 

termasuk takzir. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang 

termasuk jari>mah hudud adalah zinz, pencurian, minum khamr, hirabah, 

qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain itu termasuk kedalam jari>mah 

takzir, meski ada beberapa jari>mah yang masih diperselisihkan oleh para 

fuqaha seperti  (homoseksual), lesbian dan sebagainya. 

Sedangkan hadis kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan 

hukuman takzir yang berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, 

bergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang 

menyertainya. Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar 

hukum untuk jari>mah dan hukuman takzir yakni Khalifah Umar Bin 

Khattab ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor 

kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya lalu Khalifah 

Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: “Asahlah 

dulu pisau itu!”.6 

                                                           
6  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 253-254. 
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4. Macam-macam hukuman takzir 

Hukuman takzir terbagi menjadi beberapa macam yang telah 

ditetapkan oleh hukum Islam. Perlu diingat bahwa prinsip-prinsip hukum 

Islam tidak menolak untuk mengambil hukuman lain apapun juga yang 

dapat mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam. Adapun macam-

macam hukuman takzir tersebut yakni7: 

a. Hukuman mati 

b. Hukuman dera (jilid) 

c. Hukuman kawalan (penjara kurungan) terbatas dan tidak terbatas 

d. Hukuman pengasingan (at-Tagri>b wal-Ib’a>d) 

e. Hukuman salib 

f. Hukuman peringatan (al-Wa’zu) 

g. Hukuman pengucilan (hajr) 

h. Hukuman teguran (taubi>kh) 

i. Hukuman ancaman (tahdi>d) 

j. Hukuman penyiaran nama pelaku (tasyhi>r) 

k. Hukuman-hukuman lainnya seperti: dicabut dari hak kepegawaian 

atau pemecatan (al-azlu minal wazi>fah), pencabutan hak-hak tertentu 

(al-hir-ma>n), perampasan harta/materiil (al-musa>darah) dan 

pemusanahan (iza>lah). 

l. Hukuman denda (gara>mah). 

                                                           
7  Tim Tsalisah. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid III. (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.tt), 87-

103. 
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B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian jari>mah 

Menurut bahasa kata jari>mah berasal dari kata “jarama” kemudian 

menjadi bentuk masdar “jaramatan” yang artinya perbutan dosa, 

perbuatan salah atau kejahatan. Pelaku jari>mah di namakan “jarim”, dan 

yang dapat di kenakan dalam perilaku tersebut ialah “mujarram alaih”.8 

Menurut istilah fuqaha’, yang dimaksud dengan jari>mah adalah 

“seluruh macam perilaku yang dilarang oleh syarak (melakukan perbuatan 

atau hal yang dilarang atau meninggalkan perbuatan atau hal yang 

diwajibkan) yang mendapatkan ancaman dari Allah berupa hukuman had 

atau takzir.9 Pengertian jari>mah berarti perbuatan, peristiwa, tindakan 

atau delik di dalam pidana yang telah diatur pada hukum positif.10 

2. Unsur-unsur jari>mah  

Suatu perbuatan dapat dikatakan jari>mah apabila syarat dan rukun 

jar>mah telah terpenuhi ke dalam dua kategori yaitu yang pertama 

merupakan syarat umum yang mana setiap jari>mah harus memenuhi 

unsur-unsurnya. Kedua, syarat khusus yang mana pada jenis jari>mah 

                                                           
8  Atabik Ali, Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Kara Grafika, 2003), 308. 
9  A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), 11. 
10  Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 19. 
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tertentu terdapat unsur-unsur khusus yang terpenuhi.  Adapun yang 

termasuk unsur-unsur jari>mah adalah sebagai berikut11:  

a. Unsur formil (ada Undang-undang atau nash yang mengaturnya) 

apabila tidak adanya nash/undang-undang yang mengaturnya dan 

pelakunya tidak dapat dipidana juga. Dalam hukum positif unsur ini 

biasa disebut sebagai asas legalitas, artinya tidak dipidana suatu 

perbuatan apabila tidak terdapat aturan yang mengundangkannya dan 

pelakunya tidak dapat diberi sanksi juga.  

b. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya ada tindak perbuatan 

seseorang yang melakukan jari>mah, baik dengan sikap melakukan 

perbuatan maupun dengan sikap tidak melakukan perbuatan.  

c. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku jari>mah adalah 

seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap 

jari>mah yang diperbuatnya. Orang yang melakukan tindak pidana 

dapat dipermasalahkan dan dapat disesalkan yang artinya bahwa 

orang tersebut bukan orang gila, bukan anak-anak, dan bukan karena 

pemaksaan atau karena membela diri. 

3. Jari>mah takzir 

Menurut Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, secara bahasa 

takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia bisa mencegah pelaku 

untuk tidak melakukan perbuatan tersebut hingga berulang-ulang. Takzir 

                                                           
11  Ibid. 
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juga dapat didefinisikan mendidik karena bermaksud untuk melakukan 

pendidikan terhadap pelaku sehingga memperbaiki dan menyadari 

perbuatan jari>mahnya yang kemudian dapat ditinggalkan dan 

menghentikan perbuatannya.12 

Menurut al-Mawardi, secara istilah takzir didefinisikan hukuman 

yang bersifat pendidikan terhadap perbuatan yang menimbulkan dosa 

(maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara’. Maka dapat 

didefinisikan bahwa takzir ialah suatu istilah untuk hukuman atas 

jari>mah-jari>mah yang belum ditetapkan hukumannya oleh syarak.13 

Dalam hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman 

untuk setiap tindak pidana takzir, melainkan menyebutkan sekumpulan 

hukuman dari yang paling ringan sampai paling berat. Dalam hal ini, 

hakim diberi kekuasaan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai 

dengan macam tindak pidana takzir serta kedudukan pelaku. Hukum 

Islam tidak memberikan wewenang terhadap penguasa untuk menentukan 

tindak pidana dengan sekehendak hatinya, melainkan harus sesuai dengan 

kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan nash 

serta prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam.14 

                                                           
12  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), 10. 
13  Ibid., 11. 
14  Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008) , 101. 
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Jari>mah takzir yang telah dijelaskan diatas memiliki beberapa 

ruang lingkup. Adapun Ruang lingkup takzir dapat dibagi sebagai 

berikut15:  

a. Jari>mah hudud atau kisas-diat dikenai hukuman takzir, jika 

didalamnya terdapat unsur yang syubhat, contohnya: harta anak yang 

dicuri orangtuanya. 

b. Jari>mah hudud atau kisas-diat dikenai hukuman takzir, jika ada 

syarat-syarat yang tidak terpenuhi, contohnya: percobaan zina, 

percobaan pencuriaan, serta percobaan pembunuhan. 

c. Jari>mah yang tidak ditentukan sanksi hukumannya akan tetapi diatur 

oleh al-Quran maupun al-Hadis, contohnya: penebangan alam tanpa 

izin sah, penghinaan, kesaksian palsu, suap, riba. 

d. Jari>mah yang telah ditentukan maupun diatur oleh ulil amri demi 

kemaslahatan masyarakat banyak, contohnya: penipuan, pornografi, 

pencopetan, penyelundupan, pembajakan, serta perdagangan orang. 

Mengenai hukuman takzir terdapat kaidah yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 التَّعْزِيْرُ يدَوُرُ مَعَ الْمَصْلحََةِ 

 “Hukum takzir berlaku sesuai dengan tuntutan 

kemaslahatannya.”16 

                                                           
15  M. Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2014), 136. 
16  Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49. 
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Hukuman takzir dapat diberikan apabila hal tersebut dapat 

dikehendaki oleh kemaslahatan secara umum, walaupun perbuatannya 

tidak termasuk maksiat yang pada awalnya mubah. Perbuatan yang 

tergolong kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut 

tidak diharamkan karena zatnya, melainkan diharamkan karena sifatnya. 

Apabila sifat tersebut muncul maka perbuatannya itu dapat diharamkan, 

dan apabila sifat tersebut tidak muncul maka perbuatan tersebut mubah. 

Sifat yang dijadikan alasan atas diberikannya hukuman pada perbuatan 

tersebut adalah berbahaya serta dapat merugikan kepentingan umum. Jika 

dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum 

maka perbuatan tersebut dianggap jari>mah dan pelaku dikenakan 

hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat 

unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan 

jari>mah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.17 

Dijatuhkannya hukuman takzir untuk kepentingan umum ini 

didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-

laki yang telah diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak 

mencurinya maka Rasulullah saw melepaskannya. Analisis terhadap 

tindakan Rasulullah saw tersebut bahwa pemenjaraan termasuk dalam 

hukuman takzir, sedangkan hukuman hanya dapat diberikan kepada suatu 

jari>mah yang telah ada buktinya. Apabila pada kejadian itu tidak terdapat 

                                                           
17  Ibid., 49. 
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unsur pidana maka berarti Rasulullah saw mengenaakan hukuman 

penahanan dikarenakan hanya tuduhan semata. Hal ini mengandung 

makna bahwa Rasulullah saw memberikan hak untuk diberikan hukuman 

penahanan kepada seseorang tersangka meskipun orang tersebut tidak 

melakukan perbuatan yang dituduhkan. 

Jari>mah takzir memiliki banyak macam yang dibagi berdasarkan 

beberapa segi, yaitu18:  

a. Berdasarkan dari segi hak yang dilanggar, jari>mah takzir dapat dibagi 

menjadi dua bagian:  

1) Jari>mah takzir yang menyinggung hak Allah, yaitu segala macam 

perbuatan yang dikaitkan dengan kepentingan serta 

kemaslahatan umum.  

2) Jari>mah takzir yang menyinggung hak individu, yaitu segala 

perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang 

tertentu bukan orang banyak. 

b. Berdasarkan dari segi sifatnya, jari>mah takzir dibagi menjadi tiga 

bagian, yaitu:  

1) Takzir dikarenakan melakukan perbuatan maksiat  

2) Takzir karena telah berbuat bahaya bagi kepentingan umum  

3)  Takzir karena melakukan pelanggaran  

                                                           
18  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255. 
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c. Berdasarkan dari segi dasar hukum (penetapannya), jari>mah takzir 

juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:  

1) Jari>mah takzir yang berasal dari jari>mah-jari>mah hudud atau 

kisas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada 

syubhat seperti pencurian yang tidak sampai nishab atau 

pencurian yang terjadi dalam keluarga yang dimana pelakunya 

merupakan anggota keluarga itu sendiri.  

2) Jari>mah takzir yang jenisnya dijelaskan dalam nash syarak tapi 

hukuman belum di tetapkan seperti riba, suap, dan mengurangi 

takaran pada timbangan.  

3) Jari>mah takzir yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan 

oleh syara’. Dalam hal ini maka sepenuhnya diserahkan kepada 

ulil amri seperti pelanggaran disiplin yang dilakukan karyawan 

atau aparatur pemerintahan. Hukuman takzir merupakan 

hukuman yang penetapannya ditentukan oleh ulil amri karena 

hukuman ini belum diatur atau ditentukan oleh syarak. Bentuk 

dari hukuman takzir ini sendiri beragam, akan tetapi secara 

umum dikelompokan 4 macam, diantaranya:  

a) Hukuman takzir yang berkenaan pada hukuman badan, 

misalnya hukuman mati dan hukuman dera (jilid). 

b) Hukuman takzir yang berkaitan erat dengan pembatasan 

kebebasan serta kemerdekaan orang, misalnya hukuman 

pengasingan dan hukuman penjara. 
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c) Hukuman takzir yang berkaitan erat dengan hartabenda, 

misalnya penyitaan barang, pemusnahan barang dan denda. 

d) Hukuman lain yang menyangkut kemaslahatan masyarakat 

banyak, yang mana hukuman tersebut ditetapkan oleh ulil 

amri. 

4. Tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Islam 

Perdagangan orang pada sejarah Islam sebenarnya terjadi 

semenjak adanya perbudakan. Perbudakan terjadi pada umat terdahulu 

jauh sebelum Nabi Muhammad Saw diutus. Diantara salah satu sebab 

suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi peperangan antar 

kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat juga faktor lain seperti 

perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan 

dalam membayar utang dan lain sebagainya serta didukung pula dengan 

adanya pasar budak pada masa itu.19  

Perdagangan orang dalam Islam dikenal dengan istilah raqabah 

berasal dari kosa kata raqaba-yarqubu-raqa>bah yang berarti mengintip, 

melihat, menjaga. Raqabah berarti budak, hamba sahaya yaitu orang yang 

dimiliiki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan) dan harus 

bekerja untuk tuannya hingga bisa diperjual belikan. Perbudakan 

merupakan pola segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya 

agar bekerja untuk kepentingan golongan manusia lainnya. Budak atau 

                                                           
19  Nurhayati, Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama (Medan: 

Perdana Publishing, 2016), 109. 
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hamba sahaya disebut raqabah karena selalu diawasi dan diperhatikan 

agar bekerja sesuai arahan.20 

Muamalah yang berkaitan dengan perdagangan pada dasarnya 

hukumnya mubah kecuali yang memang oleh nash diharamkan dan timbul 

karena adanya penipuan (gharar). Obyek manusia yang diperdagangkan 

ini digolongkan dua jenis yakni manusia yang merdeka (hur) dan manusia 

budak (‘abd/amah).21 Para ulama sepakat yakni “menjual-belikan orang 

yang bebas (merdeka) ialah haram, dan setiap akad yang bertujuan 

melakukan hal tersebut maka akadnya telah gugur dan pelaku mendapat 

dosa”. Adapun pendapat para ulama yang berkenaan dengan hal tersebut 

yaitu22:  

a. Madzhab Hanafiyah 

Ibnu Abidin berkata “anak Adam dimuliakan menurut syariah 

meskipun ia kafir sekalipun, maka penjualan terhadapnya serta 

penyamaannya dengan benda lain merupakan perbuatan 

merendahkan terhadap martabat manusia maka ini tidak 

diperbolehkan”. 

b. Madzhab Syafi’iah 

                                                           
20  Eriska Ginalita Dwi Putri, Human Trafficking / Forced Labor In Islamic Perspective, 2017. 341. 
21 Nurkholis Abu Riyal, “Perdagangan Manusia (Human Trafficking)”, dalam 

https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html, diakses pada 20 

Mei 2020. 
22  Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan 

Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang” (Skripsi--UIN 

Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 24. 

https://almanhaj.or.id/3113-perdagangan-manusia-human-trafficking.html


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 
 

 
 

Ibnu hajar berkata “perdagangan manusia ialah terlarang 

karena harama menurut ijma’ Ulama”. Abu Ishaq Syairazit dan Imam 

Nawawi berpendapat “menjual belikan orang merdeka merupakan 

perbuatan bathil dan haram”. 

c. Madzhab Malikiyah 

Al-Hatthob ar-Ru’ainy berpendapat “apa saja yang tidak sah 

untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut Ijma’ Ulama 

seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya”. 

d. Madzhab Hanabilah 

Ulama Habilah sepakat mengatakan dengan tegas “batalnya 

perdagangan manusia karena jual beli semacam ini tidak dibolehkan 

dalam Islam”. 

Dalam praktiknya perdagangan orang lebih dikenal dengan istilah 

“bai al-Bigha”  yang dalam konteks tertulis artinya jual-beli pekerja seks. 

Para fuqaha sering menggunakan istilah tersebut dalam mengekspresikan 

praktik eksploitasi pekerja seks di kalangan wanita yang kian marak 

hingga di penjuru dunia dengan istilah trafficking in women (perdagangan 

perempuan). 

Dan juga Nabi Saw melarang keras memanfaatkan dua bentuk 

sumber penghasilan yang di dapat dari: uang hasil pelacuran dan hasil jasa 

perdukunan. Yang dimaksud uang hasil pelacuran ialah uang atau 

penghasilan yang didapat dari kegiataan mempekerjakan seseorang (baik 

perempuan ataupun laki-laki) untuk melacur. Terlebih jika dilakukan 
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dengan cara menipu dan memaksa seseorang untuk melakukan hal 

tersebut.23 

Mengenai perdagangan perempuan secara khusus dijelaskan dalam 

al-Qur’an surat An-Nur ayat 33 yakni :  

ُ مِن فضَۡلِهِۗۦ وَٱلَّذِينَ  وَلۡيسَۡتعَۡفِفِ ٱلَّذِينَ لََ يَجِدوُنَ نكَِاحًا حَتَّىَٰ يغُۡنيِهَُمُ ٱللَّّ

نكُُمۡ فكََاتبِوُهُمۡ إنِۡ عَلِمۡتمُۡ  ا مَلكََتۡ أيَۡمََٰ بَ مِمَّ  ا  فيِهِمۡ خَيۡريبَۡتغَوُنَ ٱلۡكِتََٰ

ن وَءَاتوُهُم الِ  م ِ ِ  مَّ كُمۡ   ٱلَّذِيَٰٓ  ٱللَّّ تكُِمۡ  تكُۡرِهُواْ  وَلََ  ءَاتىََٰ  إِنۡ  ٱلۡبغَِآَٰءِ  عَلىَ فتَيَََٰ

نا أرََدۡنَ  ةِ  عَرَضَ  ل ِتبَۡتغَوُاْ  تحََصُّ َ مِن   فإَنَِّ  يكُۡرِههُّنَّ  وَمَن ٱلدُّنۡياَ   ٱلۡحَيوََٰ ٱللَّّ

هِهِنَّ غَفُ  حِيمور بعَۡدِ إكِۡرََٰ  )٣٣(  رَّ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang 

menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan 

mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan 

berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang 

dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-

budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka 

sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 

keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” 

Makna dari kata  َِٰٓء تِكُمۡ عَلىَ ٱلۡبغِاَ  Dan janganlah“  وَلََ تكُۡرِهُواْ فتَيَََٰ

kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran.” Dahulu 

kaum Jahiliyah menyuruh budak-budak wanita mereka untuk berzina dan 

meminta bayaran dari hasil perbuatan mereka tersebut. Allah Swt 

melarang kaum mukminin untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah 

ajaran Islam telah datang pada mereka. Menurut ahli tafsir dari kalangan 

Salaf dan khalaf ayat tersebut turun berkaitan dengan cerita ‘Abdullah 

                                                           
23  Rusdaya Basri, “Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Hukum Diktum, No. 1, Vol. 10 (Januari, 2012), 92.   
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bin Ubay bin Salul. Pada saat itu ia menyuruh budak wanita yang ia miliki 

untuk menyetorkan hasil dari perbuatan melancurnya untuk kekuasaan 

serta untuk memiliki anak –anak mereka.24 

Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat di atas yakni pertama, 

melindungi mereka yang lemah dalam hal ini adalah kaum perempuan 

yang pada zaman itu termasuk kelompok yang dilemahkan adalah suatu 

kewajiban. Kedua, orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan 

wajib dibebaskan. Menurut beberapa ahli tafsir kewajiban ini dibebankan 

kepada kaum muslimin atupun kepada pemilik/tuannya (al-sayyid). 

Dalam konteks perbudakan lama, pembebasan dilakukan dengan cara 

membelinya untuk kemudian memerdekakannya, seperti yang dilakukan 

Abu Bakar ketika memerdekakan Bilal bin Rabah. Ketiga, memberikan 

hak-hak mereka selama bekerja untuk tuannya baik berupa hak ekonomi 

atau upah. Keempat, mengeksploitasi fisik perempuan untuk 

mendapatkan  keuntungan pribadi haram hukumnya. Allah Swt sengaja 

menurunkan ayat tersebut untuk melarang dan mengharamkan praktik 

perdagangan wanita yang umum masyarakat Arab lakukan waktu itu. 25  

Islam yang memiliki konsep pondasi ketauhidan mengajarkan 

untuk melepaskan berbagai bentuk perbudakan yang terjadi antar manusia 

                                                           
24  Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, Tafsir Ibnu Katsir  (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2013), 

375. 
25  Rusdaya Basri, “Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Hukum Diktum, No. 1, Vol. 10 (Januari, 2012), 91-92. 
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dengan manusia lainnya, baik karena keegoisannya yang disengaja 

ataupun tidak. Jika manusia sendiri dilarang melakukan eksploitasi 

maupun pemaksaan terhadap budak-budaknya, terlebih terhadap mereka 

yang bebas merdeka. Dengan demikian tindakan perbuatan perdagangan 

orang (trafficking) dapat dipastikan merupakan tindakan perampasan 

terhadap kemerdekaan seseorang. 26 Islam memberikan ancaman yang 

keras terhadap perbuatan perdagangan orang tersebut, sebagaimana telah 

dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari: 

حَدَّ ثنَيِ بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثنَاَ يحَْيىَ بْنُ سُليَْمٍ عَنْ أِسْمَاعِيْلَ بْنِ 

يدٍ عَنْ عِيْدِ بْنِ أبَِي سَعِ أمَُيَّةَ عَنْ سَ  ُ عَنْهُ عَنْ   أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ ثلَاثَةٌ أنَاَ خَصْمُهُمْ يوَْمَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ قاَلَ اللََّّ ِ  صَلَّى اللََّّ النَّبيِ

ا فأَكََلَ ثمََنهَُ وَ  الْقِياَمَةِ رَجُلٌ أعَْطَى بِي ثمَُّ غَدرََ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّ

رَ أجَِيرًا فاَسْتوَْفىَ مِنْهُ وَ لمَْ يعُْطِ أجَْرَهُ )رواه البخاري(رَجُلٌ اسْتأَجَْ   

“Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah 

menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dri Ismail bin 

Umayyah dari S’is bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah RA dari Nabi 

Muhammad Saw bersabda: Allah Swt berfirman: ada tiga jenis 

orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seorang 

yang bersumpah atas nama-Ku lalu mengingkarinya seorang yang 

menjual orang merdeka kemudian memakan harganya, seorang 

yang mempekerjakan pekerja kemudian  menyelesaikan pekerjaan 

itu namun tidak dibayar upahnya.”(HR Bukhari).27 

Sejatinya, mereka yang terampas hak-hak asasinya itu adalah 

mereka yang dipaksa menjual diri dengan melacur. Orang orang yang 

tertindas tersebut karena kondisi pengelompokan kelas yang ada di 

masyarakat, dalam Islam disebut dengan al-mustadh’afin (orang-orang 

                                                           
26  Ibid. 
27  Diriwayatkan al-Bukha>ri dari Abu> Hurairah, Kita>b al-Buyu>, nomor 2075. 
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yang diperlemah). Orang yang didalam hatinya masih memiliki iman dan 

keyakinan kepada Allah swt, dipaksa menjual diri dengan melacur maka 

dengan tegas di dalam al-Qur’an dan hadis menjajikan kepada mereka 

kebebasan serta ampunan dari dosa dan siksaan. Hal ini diperumpamakan 

dengan seseorang yang dipaksa mengkafirkan diri dengan ucapan, sedang 

hatinya masih memiliki iman kepada Allah Swt.28 

Tindak pidana perdagangan orang sendiri dalam kajian hukum 

pidana Islam masuk dalam kategori jari>mah hudud yakni jari>mah zina dan 

jari>mah hirabah. Untuk menentukan tindak perdagangan orang ini 

termasuk jari>mah zina atau jari>mah hirabah. Maka  kita harus melihat dua 

subjek yang berkitan yaitu penjual sebagai pihak yang memiliki kekuatan 

untuk merampas hak orang yang diperdagangkan, dan objek yang 

diperjualbelikan yaitu biasanya  wanita dan anak-anak.  

Pertama, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam 

jari>mah zina apabila wanita yang diperdagangkan dengan tanpa paksaan 

dan sukarela melakukannya bahkan menjadikan perbuatan tersebut 

sebagai sarana mencari uang atau yang disebut pelacuran. Maka pelaku 

dapat dikenakan jari>mah hudud zina, yang hukumannya antara lain29: 

                                                           
28  Rusdaya Basri, “Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Hukum Diktum, No. 1, Vol. 10, (Januari, 2012), 94. 
29  Coretanzone, “Hukuman Bagi Orang yang Berzina Sesuai Syariat Islam”, dalam https://www. 

coretanzone.id/2018/04/hukuman-bagi-orang-yang-berzina.html, diakses pada 19 Mei 2020. 
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a. Zina muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh perempuan 

ataupun laki-laki yang telah menikah dalam keadaan sadar dan atas 

dasar suka sama suka, maka keduanya wajib dikenakan hukuman Had 

(rajam) yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dikubur hidup-

hidup hingga kepala saja yang terlihat kemudian dilempar dengan 

batu hinggal mati.  

b. Zina ghairu muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh perempuan 

ataupun laki-laki yang belum menikah, dalam Surat an-Nur ayat 2 

Allah berfirman mereka yang telah menikah dan melakukan zina 

wajib dihukum dengan 100 (seratus) kali cambuk lalu dibuang 

ataupun diasingkan dari tempat tinggalnya ke wilayah lain selama 

satu tahun. 

c. Untuk perempuan yang diperkosa dengan adanya bukti yang kuat 

serta adanya keyakinan hakim, maka untuk perempuan tersebut tidak 

boleh dijatuhi hukuman hudud karena perbuatan zina tersebut tanpa 

dasar kemauannya sehingga ia tidak berdosa. 

d. Sedangkan untuk laki-laki yang memperkosa perempuan dengan 

adanya saksi dan bukti yang memperkuat, maka hendaknya hakim 

wajib menjatuhi hukuman hudud berupa cambuk dan hukum rajam 

untuk laki-laki tersebut. 

Kedua, tindak pidana perdagangan orang dianalogikan sebagai 

jari>mah hirabah apabila pelaku memiliki niat serta dengan cara paksa dan 

terang-terangan mengambil harta menggunakan kekuatannya untuk 
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mengalahkan sekelompok orang beriman. Dalam ensiklopedia hukum 

Islam hirabah diartikan: “aksi sekelompok orang dalam negara Islam 

untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, 

pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang 

peraturan yang berlaku, perikemanusiaan dan agama”.30 

Sedangkan pengertian jari>mah  hirabah menurut pendapat 

kalangan Syafi’iah yaitu: “keluar untuk mengambil harta atau membunuh 

atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang 

dilakukan jauh dari pertolongan”. Menurut kalangan ulama-ulama yang 

lain jari>mah hirabah tidak selalu identik dengan kekuatan yang 

menggunakan pedang melainkan bisa dengan kekuasaan, jadi meski 

pelaku melakukan perbuatannya tanpa menggunakan pedang jika ia 

memiliki kekuatan untuk menguasai sekelompok orang meskipun hanya 

menggunakan pukulan, tinju ataupun senjata berat dapat dikategorikan 

dengan jari>mah hirabah.31    

Jari>mah hirabah hukumnya haram menurut syarak dengan 

ancaman hukum yang berat, yang mana jari>mah  ini termasuk kedalam 

jari>mah  hudud. Al-Qur’an telah menerangkan sanksi yang diterima 

pelaku jari>mah hirabah yakni berupa hukuman salib, potong kaki dan 

tangan secara menyilang, hukuman mati dan pengasingan. Sesuai dengan 

                                                           
30  Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 

55. 
31  Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami (Beirut: Muassah ar-Risalah, 2000), 640. 
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Surah al-Maidah ayat 33, adapun sanksi hukuman untuk pelaku perampok 

yaitu32: 

a. Dihukum dipotong kaki dan tangan secara menyilang, jika perampok 

tidak membunuh dan hanya mengambil harta dari korbannya. 

b. Dihukum penjara atau diasingkan dari tempat tinggalnya, apabila 

perampok tidak membunuh, tidak mengambil harta dan hanya 

sekadar menakut-nakuti korbannya. 

c. Dihukum mati, apabila perampok tidak mengambil harta akan tetapi 

hanya membunuh korbannya. 

d. Dihukum mati dengan disalib, apabila perampok tersebut mengambil 

harta serta membunuh korbannya.  

Untuk itu tidak dapat dikategorikan sebagai jari>mah  hirabah 

apabila jari>mah  tersebut tidak memenuhi dari keempat macam perbuatan 

diatas. Jari>mah  hirabah pada pokoknya merupakan jari>mah  yang mana 

pelakunya baik perorangan ataupun kelompok yang memiliki tujuan 

mengambil harta dengan cara paksa dan terang-terangan serta memiliki 

kekuatan  mengalahkan kelompok orang baik.33 

Agar suatu jari>mah dapat dikenai hukuman maka jari>mah tersebut 

harus dibuktikan di depan  hakim. Berikut ini dua macam alat bukti yang 

dapat membuktikan perbuatan dari jari>mah zina maupun jari>mah hirabah, 

yaitu34:  

                                                           
32  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101. 
33  Abdul Qadir ‘Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’i..., 639. 
34  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 99. 
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a. Pembuktian dengan saksi 

Saksi merupakan alat bukti kuat untuk membuktikan 

terjadinya suatu jari>mah. Pada jari>mah hirabah dibutuhkan paling 

sedikit dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat menjadi saksi 

dalam hal persaksian yang mana diambil dari para korban ataupun 

dari orang-orang yang terlibat dalam perampokan itu, hal ini sama 

dengan jari>mah pencurian. Sedangkan untuk jari>mah zina ulama telah 

sepakat bahwa pembuktiannya harus dengan empat orang saksi. 

Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak 

dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi 

semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain. 

b. Pembuktian dengan pengakuan 

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan 

sebagai alat bukti. Persyaratan untuk pengakuan ini sama dengan 

persyaratan pengakuan dalam tindak pidana pencurian. Jumhur ulama 

menyatakan pengakuan itu cukup satu kali saja, tanpa diulang-ulang. 

Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf, pengakuan itu 

harus dinyatakan minimal dua kali. 

5. Percobaan tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Islam 

Teori tentang tindak pidana (jari>mah) “percobaan” tidak didapat 

penjelasannya dalam kitab-kitab fiqih, bahkan istilah “percobaan” dengan 

pengertian teknis-yuridis juga tidak dikenal oleh fuqaha. Apa yang 

dijelaskan oleh mereka hanya pemisahan antara tindak pidana yang sudah 
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selesai dan tindak pidana yang belum selesai. Dengan adanya aturan-

aturan hukum mengenai tindak pidana takzir maka aturan-aturan khusus 

untuk tindak pidana percobaan tidak perlu diadakan sebab hukuman 

takzir dilakukan atas setiap perbuatan maksiat (kesalahan) yang tidak 

dikenakan hukuman had atau qisas. 35  Sehingga dalam tindak pidana 

percobaan perdagangan orang termasuk dalam jari>mah takzir yang 

hukumannya diserahkan kepada ulil amri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

tindak pidana percobaan perdagangan menurut hukum pidana Islam 

dikenai hukuman takzir. 

Sedangkan menurut hukum konvensional sendiri yakni KUHP 

mengatur tentang orang yang dapat dijatuhi pidana ‘percobaan 

melakukan tindak pidana’ apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. 

Berikut adalah syarat-syarat delik percobaan: yang pertama adanya niat, 

kedua adanya permulaan pelaksana dan ketiga pelaksanaan yang tidak 

selesai bukan dikarenakan kehendak si pelaku tersebut.36 

Adapun ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana percobaan 

yang termuat dalam KUHP ialah “maksimum hukuman pokok yang 

diancamkan pada suatu kejahatan dikurangi dengan sepertiganya. 

Mengenai kejahatan yang diancam hukuman mati atau penjara seumur 

hidup diganti dengan hukuman penjara maksimum lima belas tahun. 

Namun dalam hal hukuman tambahan dijatuhi hukuman yang sama 

                                                           
35  Mardani, Hukum Pidana Islam, Ed.1 (Jakarta: Kencana, 2019). 57-58. 
36  Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), 122. 
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dengan kejahatan yang telah selesai”.37 Sedangkan pelaku tindak pidana 

percobaan perdagangan orang ancaman hukumannya termuat dalam pasal 

10 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan 

tindak pidana perdagangan orang yakni dalam hal percobaan pelaku 

dihukum dipidana dengan pidana yang sama atau sesuai dengan kejahatan 

yang dirumuskan baik dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 

sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.38 

 

                                                           
37  R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 

Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1995), 72. 
38  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn 

A. Deskripsi Kasus dalam Putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn 

1. Identitas terdakwa 

Nama lengkap  : Denny 

Tempat lahir  : Tanjung Morawa 

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Maret 1994 

Jenis kelamin   : Laki-laki 

Kebangsaan  :  Indonesia 

Tempat tinggal  : Jl. Karya Pasar 5 Kel. Cinta Damai Kec. Medan 

Helvetia Kota Medan 

Agama  : Islam 

Pekerjaan  : Wiraswasta 

2. Tempus dan locus delicti 

Pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 16.30 WIB 

atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018. Bertempat di Loby Hotel 

Sunggal di Jalan Pantai Barat No. 16 Kec. Sunggal Kota Medan atau di 

suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 

Medan, terdakwa yang bernama Denny telah melakukan tindak pidana 

membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan 
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seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 

lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara RI. 

3. Kronologis kasus 

Pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB 

terdakwa telah berkenalan dengan saksi Tasya Amelia bersama dengan 

teman-temannya yang sedang duduk di Warkop TST di Multatuli Medan. 

Pada saat itu terdakwa Denny bertanya kepada saksi Tasya apakah mau 

melayani laki-laki hidung belang, dan dijawab oleh saksi Tasya mau kalau 

lagi butuh uang. Pada tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa menelepon saksi 

Tasya menyatakan sedang mencari 3 (tiga) orang cewek untuk menemani 

3 (tiga) orang laki-laki di Hotel. Saat itu saksi Tasya mengatakan akan 

mencari temannya yang bersedia menemani tamu laki-laki tersebut. Pada 

saat itu saksi Tasya meminta imbalan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 

terdakwa meminta bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 

sisanya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi Tasya. Saksi 

Tasya kemudian menelepon balik terdakwa menyatakan saksi Tasya dan 

2 (dua) orang temannya bernama saksi Agustina alias Ria dan Fadila alias 

Dila bersedia menemani laki-laki yang membookingnya. Kemudian saksi 

Tasya bersama-sama dengan saksi Agustina dan saksi Fadila berangkat 

ke Hotel Sunggal dengan naik mobil Grab. Di Hotel Sunggal saksi Tasya, 
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saksi Agustina dan saksi Fadila bertemu dengan terdakwa di halaman 

Hotel Sunggal, kemudian mereka bertiga dibawa terdakwa ke lobby Hotel 

Sunggal untuk berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah 

duduk di lobi hotel tersebut. Saksi Tasya, saksi Agustina, dan saksi Fadila 

bercakap-cakap dengan salah satu laki-laki hidung belang yang hendak 

membookingnya. Kemudian salah satu tamu mengajak terdakwa keluar 

Hotel. Tidak lama kemudian saksi Tasya, saksi Agustina, saksi Fadila dan 

terdakwa diamankan oleh tamu yang kemudian saksi korban ketahui 

adalah polisi. Terdakwa bersama dengan saksi Tasya, Saksi Agustina dan 

saksi Fadila serta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrimum Poldasu 

untuk diproses penyidikan lebih lanjut. 

4. Alat Bukti 

Dalam proses pengadilan tidak luput dari pembuktian untuk 

membuktikan perbuatan terdakwa. Berikut alat-alat bukti yang 

dihadirkan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan antara lain: 

a. Keterangan saksi-saksi 

1) Saksi Agustina alias Ria, memberikan keterangan yakni saksi 

lahir pada tanggal 22 Agustus 2002, sehingga pada saat kejadian 

saksi baru berumur 16 tahun. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 

2018 sekitar pukul 15.30 WIB sewaktu saksi sedang berada di 

kost saksi yang beralamat di Jalan Ayahanda Gg. Brastagi No. 

38 Kota Medan, saksi telah dihubungi oleh saksi Tasya 

menanyakan apakah mau menemani tamu apa tidak. Kalau mau 
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menemani akan dibayar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dengan 

catatan Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi, 

sedangkan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa 

yang menjadi perantara. Kemudian saksi bersama dengan saksi 

Tasya dan saksi Fadila bersiap-siap dan pergi ke Hotel Sunggal 

sebagaimana yang diperintahkan oleh terdakwa dan mereka tiba 

pukul 16.00 WIB. Setibanya di Hotel ternyata terdakwa Denny 

sudah menunggu di depan Hotel kemudian saksi bersama denagn 

saksi Tasya dan saksi Fadila dikenalkan dengan 2 (dua) orang 

tamu yang menunggu di lobby Hotel. Pada saat saksi menunggu 

di lobby Hotel sekitar 15 (lima belas) menit dating petugas dari 

kepolisian masuk ke dalam hotel dan langsung menangkap 

terdakwa. Saksi mengaku sudah 3 (tiga) kali melayani tamu tidur 

di Hotel dengan melakukan hubungan badan layaknya suami-

istri. Saksi bersama dengan saksi Tasya, saksi Fadila dan 

terdakwa diamankan oleh petugas dan di bawa ke Polda Sumut.  

2) Saksi Tasya Amelia alias Tasya, yang menerangkan bahwa pada 

hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB ia 

bersama teman-temannya sedang duduk di Warkop TST di 

Multatuli Medan dan pada saat itu saksi berkenalan dengan 

terdakwa Denny. Terdakwa Denny menanyainya apakah mau 

melayani laki-laki hidung belang yang kemudian saksi jawab iya 

kalau lagi butuh uang. Terdakwa kemudian meminta nomor HP 
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saksi, saksi memberikan nomor HP teman satu kos yang bernama 

Agustina dengan nomor HP 083196141505 karena pada saat itu 

saksi tidak mempunyai nomor HP. Pada hari Rabu tanggal 15 

Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa Denny 

menelepon  melalui HP Agustina menanyakan apakah saksi 

masih mau melayani laki-laki hidung belang dan apakah masih 

butuh uang, yang kemudian saksi jawab iya. Kemudian terdakwa 

Denny meminta disediakan tiga orang dan menyuruh saksi 

mengajak teman saksi yang lain. Saksi bertanya jumlah imbalan 

yang dijawab oleh terdakwa Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) 

dengan catatan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) untuk terdakwa dan 

Rp. 800.000 (delapan ratus ribu) untuk saksi, yang kemudian 

saksi setujui. Terdakwa mengatakan tamu sudah datang dan 

menyuruh saksi agar segera bersiap-siap dan segera menuju 

Hotel Sunggal. Kemudian saksi bertanya kepada teman-temanya 

yakni saksi Agustina dan saksi Fadila yang berada di kamar kost 

apakah masih butuh uang yang dijawab oleh mereka mau. Saksi 

berkata bahwa ada job melayani nafsu laki-laki hidung belang 

dan menyuruh mereka segera bersiap-siap. Kemudian mereka 

pun pergi menggunakan mobil Grab. Sesampainya saksi dan 

teman-teman di Hotel Sunggal, mereka bertemu dengan 

terdakwa di halaman Hotel Sunggal dan dibawa ke lobby Hotel 

untuk berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki hidung belang 
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yang sudah duduk di lobby hotel tersebut. Saksi mengobrol 

dengan salah satu laki-laki hidung belang yang hendak saksi 

layani. Kemudian salah satu tamu mengajak terdakwa Denny 

keluar Hotel, kemudian saksi bersama teman-temanya dan 

terdakwa diamankan oleh polisi serta dibawa ke Polda Sumut. 

3) Saksi Fadila alias Dila, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu 

tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Tasya 

bertanya kepadanya apakah masih butuh uang yang dijawab oleh 

saksi masih meskipun ia sedikit takut dan jijik akan tetapi ia 

masih butuh uang. Kemudian saksi Tasya menyuruhnya untuk 

segera bersiap-siap. Saksi bersama dengan saksi Agustina dan 

saksi Tasya langsung pergi ke Hotel Sunggal menggunakan 

mobil Grab. Sesampainya di Hotel tersebut saksi bersama teman-

temannya langsung bertemu dengan terdakawa Denny di depan 

pintu Hotel Sunggal. Terdakwa langsung membawa saksi, saksi 

Agustina dan saksi Tasya ke lobby Hotel dan meperkenalkan 

mereka kepada laki-laki hidung belang sebanyak tiga orang. 

Laki-laki hidung belang tersebut memanggil terdakwa Denny, 

saksi melihat laki-laki tersebut memberikan uang kepada 

terdakwa sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Setelah 

terdakwa Denny menerima uang tersebut, kemudian dating 

seorang laki-laki memberikan surat dan mengaku dari pihak 

kepolisian dan langsung mengamankan saksi, saksi Agustina, 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

52 
 

 
 

saksi Tasya, terdakwa Denny dan laki-laki hidung belang 

tersebut ke Polda Sumut. Saksi mengaku belum pernah melayani 

laki-laki hidung belang karena saksi masih sekolah dan tinggal 

bersama orang tuanya.  

4) Saksi Oktavianus Donatus, memberikan keterangan bahwa pada 

hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB ia 

mendapat informasi bahwa ada laki–laki bernama Denny sering 

menawarkan perempuan untuk melayani laki-laki hidung belang 

(germo). Setelah mendengar informasi tersebut lalu saksi-saksi 

melakukan penyamaran sebagai seorang laki-laki hidung belang. 

Kemudian saksi-saksi langsung bertemu dengan terdakwa Denny 

di parkiran Hotel Sunggal sehingga saat itu saksi Irfan Siregar 

memesan 3 (tiga) orang perempuan untuk melayani seks di Hotel 

tersebut. Selanjutnya saksi Irfan Siregar bertanya kepada 

terdakwa Denny “mana ceweknya? Ada kan den? Masih muda 

kan?” yang dijawab terdakwa “ada bang bentar lagi dating, sudah 

aku telepon, masih muda bang tapi harganya Rp. 1000.000 (satu 

juta rupiah) per orang”. Kemudian pada saat itu terdakwa Denny 

pergi sebentar yang bertujuan untuk mengantarkan kunci rumah 

lalu tidak berapa lama terdakwa kembali menemui saksi-saksi di 

Hotel Sunggal. Kemudian saksi menanyakan kapan cewek 

tersebut datang yang dijawab oleh terdakwa masih dalam 

perjalanan naik mobil grab. Tidak berapa lama ketiga perempuan 
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tersebut datang lalu terdakwa memperkenalkan saksi-saksi 

kepada cewek-cewek tersebut dan berkata “ini masih muda kan?” 

jawab saksi Irfan Siregar “Iya”. Selanjutnya, tidak berapa lama 

saksi Oktavianus Donatus langsung memberikan bayaran kepada 

terdakwa Denny Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 

sisa dari uang tersebut akan diberikan menunggu teman datang 

lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 

terdakwa Denny. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah 

HP merk Xiaomi berwarna silver, 1 (satu) buah HP merk 

Evercross berwarna putuh dang uang tunai sebesar Rp. 500.000 

(lima ratus ribu) pada saat terdakwa Denny melakukan tindak 

pidana perdagangan orang tersebut. 

b. Keterangan terdakwa, terdakwa memberikan keterangan di 

persidangan yang pada pokoknya yakni pada hari Sabtu tanggal 15 

Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa telah berkenalan 

dengan saksi Tasya Amelia bersama teman-temannya yang sedang 

duduk di Warkop TST di Multatuli Medan. Pada saat itu terdakwa 

Denny bertanya kepada saksi Tasya apakah mau melayani laki-laki 

hidung belang dan dijawab oleh saksi mau kalau lagi butuh uang. 

Pada tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa telah menelepon saksi Tasya 

memberitahukan bahwa terdakwa sedang mencari 3 (tiga) orang 

cewek untuk menemani 3 (tiga) orang laki-laki di Hotel. Saat itu 

saksi Tasya mengatakan akan mencari temannya yang bersedia 
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menemani tamu laki-laki tersebut. Pada saat itu saksi Tasya meminta 

imbalan Rp. 1000.000 (satu juta rupiah), atas permintaan saksi 

tersebut terdakwa meminta bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu 

rupiah), sedangkan sisanya Rp. 800.000 (delpan ratus ribu rupiah) 

untuk saksi Tasya. Saksi Tasya kemudian menelepon balik terdakwa 

menyatakan saksi Tasya dan 2 (dua) orang temannya bernama saksi 

Agustina dan saksi Fadila bersedia menemani laki-laki yang 

membookingnya. Kemudian ketiga orang saksi tersebut berangkat ke 

Hotel Sunggal dengan naik mobil Grab. Saksi Tasya, saksi Agustina 

dan saksi Fadila bertemu terdakwa di halaman Hotel Sunggal, 

kemudian ketiga saksi tersebut dibawa terdakwa ke lobby Hotel 

Sunggal untuk berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah 

duduk di lobby hotel tersebut. Saksi Tasya, saksi Agustina dan saksi 

Fadila bercakap-cakap dengan salah satu laki-laki hidung belang yang 

hendak membookingnya. Kemudian salah satu tamu mengajak 

terdakwa keluar Hotel. Tidak lama kemudian saksi Tasya, saksi 

Agustina, saksi Fadila, dan terdakwa diamankan oleh tamu yang 

kemudian saksi korban ketahui adalah Polisi. Terdakwa bersama 

dengan saksi-saksi serta barang bukti dibawa ke Polda Sumut untuk 

diproses penyelidikan. 

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di 

atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa Denny pada tanggal 15 Agustus 

2018 memang telah melakukan tindak pidana membantu atau melakukan 
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percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, 

pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang 

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara RI. 

5. Barang Bukti 

Adapun barang bukti yang diajukan oleh penuntun umum di muka 

persidangan berupa: 

a) 1 (satu) buah HP merk Xiaomi berwarna silver. 

b) 1 (satu) buah HP merk Evercross berwarna putih. 

c) Uang tunai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).  

 

B. Tuntutan dan Dakwaan dalam Putusan Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn 

1. Tuntutan oleh Jaksa Penutut Umum 

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 

pokoknya sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Denny telah terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana “Setiap orang yang membantu atau melakukan 

percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 
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dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut 

diwilayah Negara RI” Sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) jo pasal 

10 Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Sebagaimana dalam dakwaan 

pertama). 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denny dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa tahanan 

sementara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh 

juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. 

c. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (buah) HP Merk Xiaomi 

berwarna silver dikembalikan kepada Agustina, 1 (buah) HP Merk 

Evercross berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan, serta uang 

tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan 

kepada Irfan Siregar. 

d. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). 

2. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum 

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat 

dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut: 
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a. Pertama 

Terdakwa  didakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 

Undang-undang RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Setiap orang 

yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan 

perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan 

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan 

dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara RI ”. 

b. Kedua 

Terdakwa  didakwa dengan pasal 296 KUHP yang berbunyi: 

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 

perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya 

sebagai pencarian atau kebiasaan”. 

 

C. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Menyelesaikan 

Kasus Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn 

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis 

Hakim memberikan landasan hukum yakni pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 
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Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Unsur “setiap orang”  

“Setiap orang” secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa 

atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab 

secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala 

perbuatannya, kecuali undang-undang mengatakan yang lain. Unsur 

“setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek hukum dari 

peristiwa pidana (straafbaar feit) dalam hal ini manusia pribadi 

(natuurlijke person) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan 

sebagai badan hukum (rechts person), yang didakwa melakukan suatu 

perbuatan pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 

Bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Denny yang 

identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum   

tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab 

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan 

perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas 

perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal 

tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 

yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan 

keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud 

oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, 

maka benar bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek 
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hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam 

perkara ini adalah terdakwa Denny sehingga demikian unsur ini telah 

terpenuhi. 

2. Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia” 

Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui 

yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB 

terdakwa telah berkenalan dengan saksi Tasya Amelia bersama dengan 

teman-temannya yang sedang duduk di Warkop TST di Multatuli Medan. 

Pada saat itu terdakwa Denny bertanya kepada saksi Tasya apakah mau 

melayani laki-laki hidung belang, dan dijawab oleh saksi Tasya mau kalau 

lagi butuh uang. Pada tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa menelepon saksi 

Tasya menyatakan sedang mencari 3 (tiga) orang cewek untuk menemani 

3 (tiga) orang laki-laki di Hotel. Saat itu saksi Tasya mengatakan akan 

mencari temannya yang bersedia menemani tamu laki-laki tersebut. Pada 

saat itu saksi Tasya meminta imbalan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan 

terdakwa meminta bagian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 
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sisanya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk saksi Tasya. Saksi 

Tasya kemudian menelepon balik terdakwa menyatakan saksi Tasya dan 

2 (dua) orang temannya bernama saksi Agustina alias Ria dan Fadila alias 

Dila bersedia menemani laki-laki yang membookingnya. Kemudian saksi 

Tasya bersama-sama dengan saksi Agustina dan saksi Fadila berangkat 

ke Hotel Sunggal dengan naik mobil Grab. Di Hotel Sunggal saksi Tasya, 

saksi Agustina dan saksi Fadila bertemu dengan terdakwa di halaman 

Hotel Sunggal, kemudian mereka bertiga dibawa terdakwa ke lobby Hotel 

Sunggal untuk berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah 

duduk di lobi hotel tersebut. Saksi Tasya, saksi Agustina, dan saksi Fadila 

bercakap-cakap dengan salah satu laki-laki hidung belang yang hendak 

membookingnya. Kemudian salah satu tamu mengajak terdakwa keluar 

Hotel. Tidak lama kemudian saksi Tasya, saksi Agustina, saksi Fadila dan 

terdakwa diamankan oleh tamu yang kemudian saksi korban ketahui 

adalah polisi. Terdakwa bersama dengan saksi Tasya, Saksi Agustina dan 

saksi Fadila serta barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut untuk 

proses penyidikan . 

Karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi maka Majelis Hakim dapat 

menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Denny telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan melawan hukum. 
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D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn 

Putusan hakim erat kaitannya dengan cara hakim dalam memutuskan 

suatu perkara yang harus sesuai dengan fakta maupun alat bukti serta 

keyakinan hakim itu sendiri dalam menangani perkara tersebut. Oleh karena 

itu dapat dijatuhkan pidana suatu tindak pidana apabila telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan melanggar hukum. Mengenai pertimbangan hakim baik 

hal yang meringankan ataupun yang memberatkan terdakwa harus ada di 

dalam putusan. Hal-hal tersebut akan dijadikan alasan atau acuan hakim dalam 

menjatuhkan putusan kepada terdakwa baik berupa putusan pidana, lepas atau 

bebas. 

Berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menerangkan 

tentang hal yang memberatkan serta meringkan dalam pertimbangan hakim. 

Dalam pasal tersebut berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan 

dan meringkan terdakwa”. 

Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara juga melakukan 

musyawarah dengan mempertimbangkan dari tuntutan dari jaksa dan menilai 

sikap dari terdakwa selama dipersidangan. Adapun hal-hal yang meringankan 

serta hal-hal yang memberatkan terdakwa Denny di persidangan sebagai 

berikut: 
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Hal-hal yang meringankan: 

1. Terdakwa belum pernah dihukum. 

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannnya. 

3. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan. 

Hal-hal yang memberatkan: 

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 

 

E. Amar Putusan 

Setelah Hakim mempertimbangkan berbagai hal baik aspek yuridis, 

filosofis dan sosiologis. Serta terdakwa Denny secara sah dan meyakinkan 

bersalah telah melakukan tindak pidana membantu atau melakukan percobaan 

untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut diwilayah Negara RI, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan 

mengadili perkara tersebut dengan bunyi amarnya sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa Denny terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang”. 
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2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 

(tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 

berwarna silver dikembalikan kepada Agustina, 1 (satu) buah HP merk 

Evercross berwarna putih dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai 

sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Irfan 

Siregar. 

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (lima 

ribu rupiah). 

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 

2019, oleh Bambang Joko Winarno, S.H., selaku Hakim Ketua, Abd. Kadir, 

S.H., dan Eliwarti, S.H., M.H., yang masing masing selaku Hakim Anggota, 

putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, 

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu 

oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 

Negeri Medan, serta dihadiri oleh Dona Yusuf Wibisono, S.H., sebagai Jaksa 

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan juga Terdakwa.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

64 
 

BAB IV 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn TENTANG HUKUMAN  ATAS 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP ANAK 

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Tentang Hukuman Atas Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Terhadap Anak 

Putusan hakim berkaitan erat dengan cara hakim memaparkan 

pertimbangannya yang berdasar pada  fakta, alat bukti serta keyakinan hakim 

akan perkara tersebut di muka persidangan. Untuk itu tindak pidana yang 

dapat dijatuhi pidana adalah tindak pidana yang terbukti secara sah dan 

meyakinkan melanggar hukum. Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang 

termuat didalam putusan tidak lepas dari hal-hal yang meringankan maupun 

yang memberatkan terdakwa tersebut. Karena dari pertimbangan-

pertimbangan itulah hakim menjadikan sebagai dasar atau alasan dalam 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa baik putusan tersebut berupa pidana, 

bebas ataupun lepas. 

Dalam mewujudkan putusan yang mengandung nilai keadilan (ex aquo 

et bono), serta kepastian dalam hukum, selain itu juga mengandung manfaat 

untuk para pihak yang berperkara maka dapat dikatakan pertimbangan hakim 
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merupakan salah satu aspek yang penting dalam suatu putusan yang dalam 

prosesnya hakim harus baik, cermat dan teliti. 1 

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

putusan diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) KUHAP. Dalam 

Pasal 197 huruf (d) berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas 

mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”, sedangkan Pasal 197 huruf (f) 

berbunyi “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa”. Namun ada beberapa putusan hakim yang hanya 

mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan atau meringankan saja. 

Sehingga konsekuensi dari putusan tersebut dapat mengakibatkan putusan 

batal demi hukum. Berdasarkan putusan putusan Nomor 

3107/Pid.Sus/2018/PN.MDN hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 

meringankan terdakwa sebagai berikut: 

Hal-hal yang meringankan 

1. Terdakwa belum pernah dihukum. 

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannnya. 

3. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan. 

                                                           
1  Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004), 140. 
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Hal-hal yang memberatkan 

1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. 

Dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terdakwa Denny 

telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa selaku penuntut umum 

yakni dengan dakwaan pertama terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 

10 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang dan dakwaan kedua terdakwa melanggar pasal 296 

KUHP.  Dan jaksa menghadirkan beberapa orang saksi yang sekaligus sebagai 

korban yaitu saksi Tasya yang dalam kesaksiannya tidak diketahui usianya, 

saksi Agustina yang dalam kesaksiannya masih berumur 16 tahun, dan saksi 

Fadila yang dalam kesaksiannya masih bersekolah dan tinggal bersama 

orangtuanya, serta seorang saksi Oktavianus Donatus dari pihak kepolisian. 

Menurut  penulis hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim 

kurang tepat sehingga perlu ditekankan bahwa korban dari tindak pidana 

perdagangan orang ini adalah anak. Dalam kasus ini saksi korban Agustina 

masih berumur 16 tahun dan saksi korban Fadila masih bersekolah. Dalam 

Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa yang 

dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu, seharusnya 

alasan ini dapat menjadi hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim. 
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Dengan demikian jika hakim konsisten dengan keputusan yang telah 

diambil, maka seharusnya majelis hakim menyadari bahwa pelaku tindak 

pidana perdagangan orang tersebut selain diputus pidana dalam pasal 2 ayat 

(1) jo pasal 10 juga seharusnya dikenakan pasal 17 Undang-undang RI Nomor 

21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal 

ini dikarenakan beberapa saksi korban yakni saksi Agustina dan saksi Fadila 

masih tergolong anak-anak. Oleh sebab itu, maka hukuman yang dijatuhkan 

kepada terdakwa seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 

pasal 2 ayat (1). Oleh sebab itu seharusnya terdakwa dijatuhkan hukuman 

pidana yakni dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 160.000.000,- 

(seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 800.000.000,- (delapan 

ratus juta rupiah). 

Dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn hakim telah 

menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan 

melakukan tindak pidana perdagangan orang, adapun unsur-unsurnya yaitu: 

1. Unsur pelaku 

Yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 

dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan 

tindak pidana perdagangan orang. Yang dalam putusan ini adalah 

terdakwa Denny. 
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2. Unsur proses  

Yang dimaksud proses disini adalah runtutan kejadian dari kasus 

tersebut yang berkesinambungan, sebagaimana diketahui bahwa dalam 

kronologinya terdakwa Denny merekrut para saksi korban, setelah ada 

persetujuan dari para saksi korban, terdakwa Denny kemudian 

mengirimkan para saksi korban ke Hotel Sunggal dengan menggunakan 

Grab.  

3. Unsur cara  

Untuk menjamin terlaksananya suatu proses tindak pidana harus 

ada cara dalam bentuk perbuatan atau tindakan itu sendiri. Dalam putusan 

ini telah diketahui cara yang digunakan terdakwa Denny dalam 

memperdagangkan orang yaitu mengeksploitasi seksual para saksi korban 

dengan cara tipu daya tentang kondisi kerja dan dengan tanpa adanya 

kekerasan secara fisik.. Hal ini jelas terlihat dari para saksi korban yang 

langsung menyetujui tawaran yang diberikan oleh terdakwa Denny 

sebagai pekerja seks, dengan pembagian upahnya adalah para saksi korban 

mendapatkan Rp. 800.000 sedangkan terdakwa Denny mendapatkan Rp. 

200.000 dari masing-masing saksi korban. 

4. Unsur Tujuan 

Tujuan yang dimaksud disini adalah yang nantinya akan terwujud 

ataupun tercapai akibat dari tindakan terdakwa Denny yaitu 

mengeksploitasi para saksi korban atau mengakibatkan para saksi korban 

tereksploitasi sesuai dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-
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Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 

Dalam melakukan penyidikan/investigasi, untuk suatu tindak pidana 

perdagangan orang, parameter yang harus dipakai adalah parameter alat bukti 

yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 29 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek legitimasi. Alat bukti yang 

sah dan barang bukti yang dikaitkan dengan pelaku, korban, tempat kejadian 

perkara (TKP) atau locus delicti dan waktu kejadian perkara (tempus delicti). 

Menurut penulis dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.MDN 

alat bukti yang diajukan dipersidangan telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP 

yaitu sekurangnya dua alat bukti yang antara lain keterangan para saksi korban 

dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian, sehingga dalam hal ini 

hakim mendapatkan keyakinan akan perbuatan atau tindak pidana yang 

dilakukan terdakwa telah terbukti bersalah. 

Selain itu, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Denny 

termasuk dalam tindak pidana percobaan. Karena belum terselesaikannya 

tindakan mengeksploitasi para saksi korban namun dia sudah tertangkap oleh 

polisi yang menyamar sebagai pengguna layanan seks di hotel Sunggal. Hal 

ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam pasal 10 

memberikan rumusan yaitu “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, 
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adanya permulaaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan 

semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri”. 

Adapun  ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana percobaan 

perdagangan orang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 

2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yakni pelaku 

percobaan perdagangan orang dijatuhi pidana yang sama dengan pidana yang 

dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.2 Oleh sebab itu, 

hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana percobaan perdagangan 

orang serupa dengan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan tindak 

pidana perdagangan orang yaitu penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  

Namun perlu penulis tegaskan lagi bahwa korban dari tindak 

perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Denny adalah anak.  

Sehingga menurut pasal 17 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang maka ancaman hukuman 

yang diterima terdakwa harus ditambah 1/3 (sepertiga). Didalam putusan 

Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terdakwa Denny diancam dengan pidana 

penjara selama 3 tahun, oleh sebab itu jika sesuai dengan pasal 17 Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

                                                           
2  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 
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Perdagangan Orang maka ancaman pidana penjara yang seharusnya diterima 

oleh terdakwa Denny adalah 4 tahun. 

 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn Tentang Hukuman Atas Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Terhadap Anak 

Suatu perbuatan dapat dikatakan jari>mah apabila syarat dan rukun 

jari>mah telah terpenuhi ke dalam dua kategori yaitu yang pertama merupakan 

syarat umum yang mana setiap jari>mah harus memenuhi unsur-unsurnya. 

Kedua, syarat khusus yang mana pada jenis jari>mah tertentu terdapat unsur-

unsur khusus yang terpenuhi. Adapun yang termasuk unsur-unsur jari>mah 

adalah sebagai berikut:  

1. Unsur formil (ada Undang-undang atau nash yang mengaturnya) apabila 

tidak adanya nash/undang-undang yang mengaturnya maka pelakunya 

tidak dapat dipidana. Di dalam putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menyebutkan yakni terjadi tindak pidana 

perdagangan orang terhadap anak oleh terdakwa Denny, yang mana 

perbuatan terdakwa t̀elah diatur dalam ‘pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 

Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang’. Sehingga perbuatan terdakwa Denny telah 

memenuhi unsur formil untuk dikategorikan sebagai perbuatan jari>mah.  

2. Unsur materil (sifat melawan hukum), artinya ada tindak perbuatan 

seseorang yang melakukan jari>mah, baik dengan sikap melakukan 
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perbuatan maupun dengan sikap tidak melakukan perbuatan tersebut. 

Berdasarkan putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.MDN terdakwa 

Denny telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan terbukti 

secarah sah dan meyakinkan melanggar ‘pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 

Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak 

pidana perdagangan orang. Sehingga perbuatan terdakwa Denny telah 

memenuhi unsur materil untuk dikategorikan sebagai perbuatan jari>mah. 

3. Unsur moril (pelakunya mukallaf), artinya pelaku jari>mah adalah 

seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap 

jari>mah yang diperbuatnya. Bahwa selama dipersidangan telah 

dihadapkan terdakwa Denny yang identitasnya berumur 24 tahun dan 

beragama Islam sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum  

tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab 

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan 

perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas 

perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam seseorang dikatakan mukallaf 

dengan syaratnya adalah orang berakal balig. 3  Dan telah sampai 

kepadanya dakwah Islam dan sampai kepadanya hujjah. Diriwayatkan 

                                                           
3  Untuk balighnya perempuan adalah sudah haid yang umumnya terjadi pada rentang usia 9 tahun 

ke atas. Sedangkan untuk balighnya laki-laki ditandai dengan mimpi basah yang terjadi pada 

usia sekitar ±15 ke atas tahun. 
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Abu Dawud, (4403) dan Tirmizi, (1423) dari Ali radhialahu anhu dari 

Nabi saw bersabda4: 

ِ حَتَّى رُفِعَ الْقلَمَُ عَنْ ثلََاثةٍَ : عن  بيِ  النَّائمِِ حَتَّى يسَْتيَْقِظَ ، وَعَنْ الصَّ

يحَْتلَِمَ ، وَعَنْ الْمَجْنوُنِ حَتَّى يعَْقِلَ )و صححه الألباني في صحيح 

 أبي داود(

“Diangkat pena (beban dosa) dari tiga macam, orang tidur sampai 

bangun. Anak kecil sampai bermimpi (balig) dan orang gila sampai 

berakal (sembuh).” Dinyatakan shoheh oleh Albani di ‘Shoheh Abi 

Dawud. 

 

Sehingga terdakwa Denny telah memenuhi syarat dapat dikatakan 

seorang mukallaf. Dengan begitu terdakwa Denny dapat dijatuhi pidana 

karena telah memenuhi unsur-unsur jari>mahnya. 

Perdagangan orang dalam Islam dikenal dengan istilah raqabah karena 

selalu diawasi dan diperhatikan agar bekerja sesuai arahan. Namun dalam 

praktiknya perdagangan orang lebih dikenal dengan istilah “bai al-Bigha”  

yang dalam konteks tertulis artinya jual-beli pekerja seks. Para fuqaha sering 

menggunakan istilah tersebut dalam mengekspresikan praktik eksploitasi 

pekerja seks di kalangan wanita yang kian marak hingga di penjuru dunia 

dengan istilah trafficking in women (perdagangan perempuan). Para ulama 

sepakat yakni “menjual-belikan orang yang bebas (merdeka) ialah haram, dan 

setiap akad yang bertujuan melakukan hal tersebut maka akadnya telah gugur 

dan pelaku mendaat dosa”. 

                                                           
4  Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, “Tanya Jawab Tentang Islam - Siapa Mukallaf”, dalam 

https://islamqa.info/id/answers/240095/siapa-mukallaf-orang-yang-terkena-beban-kewajiban-

yang-harus-melakukan-sesuatu-waktu-masuk-islam-serta-beramal-dengan-syareatnya.html, 

diakses pada 14 Mei 2020. 

https://islamqa.info/id/answers/240095/siapa-mukallaf-orang-yang-terkena-beban-kewajiban-yang-harus-melakukan-sesuatu-waktu-masuk-islam-serta-beramal-dengan-syareatnya.html
https://islamqa.info/id/answers/240095/siapa-mukallaf-orang-yang-terkena-beban-kewajiban-yang-harus-melakukan-sesuatu-waktu-masuk-islam-serta-beramal-dengan-syareatnya.html
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Mengenai perdagangan perempuan secara khusus dijelaskan dalam al-

Qur’an surat An-Nur ayat 33 yaitu5:  

ُ مِن فضَۡلِهِۗۦ وَٱلَّذِينَ  وَلۡيسَۡتعَۡفِفِ ٱلَّذِينَ لََ يجَِدوُنَ نكَِاحًا حَتَّىَٰ يغُۡنيِهَُمُ ٱللَّّ

نُ  ا مَلكََتۡ أيَۡمََٰ بَ مِمَّ  وَءَاتوُهُم ا  كُمۡ فكََاتبِوُهُمۡ إنِۡ عَلِمۡتمُۡ فيِهِمۡ خَيۡريبَۡتغَوُنَ ٱلۡكِتََٰ

ن الِ  م ِ ِ  مَّ كُمۡ   ٱلَّذِيَٰٓ  ٱللَّّ تكُِمۡ  تكُۡرِهُواْ  وَلََ  ءَاتىََٰ َٰٓءِ  عَلىَ فتَيَََٰ نا أرََدۡنَ  إنِۡ  ٱلۡبغِاَ  تحََصُّ

ةِ  عَرَضَ  ل ِتبَۡتغَوُاْ  َ  فإَنَِّ  يكُۡرِههُّنَّ  وَمَن ٱلدُّنۡياَ   ٱلۡحَيوََٰ هِهِنَّ ٱللَّّ  مِن  بعَۡدِ إكِۡرََٰ

حِيمغَفوُر   ٣٣  رَّ
“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan 

perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu 

mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 

sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan 

janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan 

pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena 

kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang 

memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” 

   

Menurut ahli tafsir dari kalangan Salaf dan khalaf ayat tersebut turun 

berkaitan dengan cerita ‘Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada saat itu ia 

menyuruh budak wanita yang ia miliki untuk menyetorkan hasil dari 

perbuatan melacurnya untuk kekuasaan serta untuk memiliki anak-anak 

mereka.6 

Sejatinya, mereka yang terampas hak-hak asasinya itu adalah mereka 

yang dipaksa menjual diri dengan melacur. Orang-orang yang tertindas 

                                                           
5  Abdul Hayyie et.al, Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Quran (Depok: Gema Insani, 

2008), 145. 
6  Mu’assasah Daar al-Hilal Kairo, Tafsir Ibnu Katsir  (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2013), 

375. 
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tersebut karena kondisi pengelompokan kelas yang ada di masyarakat, dalam 

Islam disebut dengan “al-mustadh’afin” (orang-orang yang diperlemah). 

Orang yang didalam hatinya masih memiliki iman dan keyakinan kepada 

Allah Swt, lalu dipaksa menjual diri dengan melacur maka dengan tegas di 

dalam al-Qur’an dan hadis Allah menjanjikan kepada mereka kebebasan dari 

dosa dan siksaan serta ampunan.  

Berdasarkan hal diatas, penulis menganalogikan bahwa tindak pidana 

perdagangan orang sebagai jari>mah hirabah. Karena adanya perampasan 

kebebasan yang menjadi hak orang lain secara terang-terangan baik dengan 

penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan maupun tanpa adanya paksaan atau 

tipu daya. Hal ini sejalan dengan pengertian hirabah dalam ensiklopedia 

hukum Islam hirabah diartikan: “aksi sekelompok orang dalam negara Islam 

untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, 

yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang 

berlaku, perikemanusiaan dan agama”.7 Dengan demikian perbuatan terdakwa 

Denny yakni memperdagangkan orang dapat dikenakan hukuman dari jari>mah 

hirabah sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur’an.8 

Adapun pembuktiaan jari>mah hirabah adalah adanya saksi, seperti 

halnya jari>mah- jari>mah yang lain, untuk jari>mah hirabah alat bukti yang kuat 

terdapat pada saksi. Pada jari>mah hirabah dibutuhkan paling sedikit dua orang 

laki laki yang memenuhi syarat menjadi saksi yang mana diambil dari para 

                                                           
7   Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 

55. 
8  Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101. 
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korban ataupun dari orang-orang yang terlibat dalam jari>mah hirabah tersebut. 

Namun jika tidak ada saksi laki-laki maka dapat pula menggunakan kesaksian 

empat orang perempuan, ataupun seorang laki-laki serta dua orang perempuan. 

Dan ditambah alat bukti berupa pengakuan dari terdakwa itu sendiri. 

Dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pembuktian 

dengan saksi telah terpenuhi dengan hadirnya para saksi korban yaitu saksi 

Tasya, saksi Agustina, saksi Fadila dan ditambah satu saksi laki-laki dari 

kepolisian yang semuanya merupakan orang-orang yang terlibat dalam tindak 

pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa Denny. Serta 

menurut hukum acara pidana Islam para saksi telah memenuhi syarat sebagai 

saksi. Sebagaimana diketahui bahwa syarat menjadi saksi adalah baligh, 

berakal, Islam, kuat ingatannya, adil, dapat melihat dan dapat berbicara. 

Selain itu dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn terdapat 

pengakuan terdakwa yang keterangannya saling bersesuaian dengan kesaksian 

para saksi. 

Berdasarkan dengan sebab turunnya Surah An-Nur ayat 33 di atas, 

dapat kita lihat bahwa tindak pidana perdagangan orang erat kaitannya dengan 

pelacuran. Dan juga Nabi Saw melarang keras memanfaatkan dua bentuk 

sumber penghasilan yang didapat dari: uang hasil pelacuran dan hasil jasa 

perdukunan. Yang dimaksud uang hasil pelacuran ini ialah uang atau 

penghasilan yang didapat dari kegiatan memperkerjakan seseorang (baik 
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perempuan ataupun laki-laki) untuk melacur. Terlebih jika dilakukan dengan 

cara menipu dan memaksa seseorang untuk melakukan hal tersebut.9 

Dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang dapat juga 

dikategorikan dalam jari>mah zina apabila wanita yang diperdagangkan dengan  

tanpa paksaan dan sukarela melakukannya bahkan menjadikan perbuatan 

tersebut sebagai sarana mencari uang atau yang disebut pelacuran. Namun 

apabila orang yang dipaksa melacur maka Allah  menjanjikan ampunan dan 

kebebasan dari siksa dosa selama mereka tetap yakin dan beriman kepada 

Allah Swt. Dapat diketahui di dalam putusan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, para saksi korban yakni saksi Tasya, saksi 

Agustina, dan saksi Fadila dengan tanpa paksaan langsung menyetujui 

tawaran dari terdakwa Denny untuk menjadi pelacur. Sehingga untuk para 

saksi korban dapat dikenakan jari>mah hudud berupa hukuman 100 (seratus) 

kali cambuk lalu dibuang ataupun diasingkan dari tempat tinggalnya ke 

wilayah lain selama 1 (satu) tahun. 

Namun hukuman hudud sebagaimana di atas dapat dijalankan apabila 

syarat-syarat dan unsur-unsur jari>mah hirabah dan jari>mah zina terpenuhi. 

Dalam putusan Nomor 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa Denny termasuk dalam tindak pidana percobaan. 

Karena belum terselesaikannya tindakan mengeksploitasi para saksi korban 

namun dia sudah tertangkap oleh polisi yang menyamar sebagai pengguna 

                                                           
9   Rusdaya Basri, “Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, 

JurnalHukum Diktum, No. 1, Vol. 10 (Januari, 2012), 87-98. 
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layanan seks di hotel Sunggal. Sehingga para saksi korban juga belum 

melakukan perbuatan zina. Menurut hukum pidana Islam tindak pidana yang 

belum terselesaikan atau percobaan dapat dikatategorikan sebagai jari>mah 

takzir.  

Selain itu, tentang sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana 

perdagangan orang berdasarkan perspektif hukum pidana Islam tidak terdapat 

dalil baik di dalam al-Qur’an maupun hadis yang secara jelas mengatur atau 

menyebutkannya. Oleh sebab itu, tindak pidana perdagangan orang 

dikategorikan sebagai jari>mah takzir, baik jenis dan kadar hukuman pada 

jari>mah takzir dikembalikan penentuannya pada ijtihad serta keputusan 

Hakim.   

Dalam pandangan syari’at, pemberian hukuman takzir (bentuk-bentuk 

hukuman yang tidak dinyatakan secara eksplisit baik bentuk mapun besar 

kecilnya) dikembalikan kepada penilaian dan kebijakan pemerintah yang 

berkuasa atau negara. Negara merumuskan beberapa peraturan dan hukum 

perundang-undangan bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman-hukuman 

yang sejalan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pandangan 

lembaga-lembaga khusus yang biasanya beranggotakan beberapa kaum 

intelektual dan ahli fiqih sesuai dengan tuntutan-tuntutan kepentingan dan 

kemaslahatan umum, tuntutan zaman dan perkembangan peristiwa. Dalam 

hukum pidana Islam, hakim dalam membuat putusan harus memiliki landasan 

hukum. Mengenai landasan hukum yang harus digunakan hakim sebagai dasar 

dalam memutus ialah al-Qur’an, hadis, serta Undang-undang yang telah diatur 
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dan disusun oleh lembaga khusus yang diberi kewenangan oleh 

pemerintah/ulil amri. Hukuman takzir diberikan demi kemaslahatan umat 

untuk hidup dengan penuh keadilan dan tidak sewenang-wenang.10 

Menurut penulis agar hakim tidak sewenang-wenang untuk 

menentukan kadar sanksi hukuman, maka hakim harus tetap berpedoman 

dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-

Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang secara khusus dan pasal 296, 297 dan 506 KUHP secara 

umum. Didalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor: 

3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tersebut pelaku dihukum dengan pidana penjara 

dan denda, dimana hal ini telah sesuai dengan hukum pidana Islam, mengenai 

hukuman takzir sendiri dapat berupa hukuman penjara dan denda. Dengan 

demikian putusan hakim akan sesuai dengan kemaslahatan umat. 

Sebagaimana kaidah tentang hukuman takzir yaitu:  

 التَّعْزِيْرُ يدَوُرُ مَعَ الْمَصْلحََةِ 

 “Hukum takzir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatannya.”11 

  

                                                           
10  Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Ta’zi>r , 

Macamnya dan Tujuannya”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, No. 1, Vol. 10 (Januari-Juni, 

2015), 22.  
11   Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam 

(Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 49. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis serta uraian-uraian yang telah penulis sampaikan 

di atas maka ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor: 3107/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana perdagangan 

orang memutuskan berdasarkan dakwaan alternatif pertama Jaksa yakni 

terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007. Majelis Hakim memberikan hukuman berupa pidana 

penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000 

(seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 

kepada terdakwa. Akan tetapi, Hakim di dalam pertimbangannya tidak 

mempertimbangkan saksi korban yang masih tergolong anak dibawah 

umur. Oleh sebab itu, seharusnya terdakwa dijerat juga dengan pasal 17 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka hukuman yang dijatuhkan 

kepada terdakwa seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman 

pidana pasal 2 ayat (1). 

2. Adapun Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadialn 

Negeri Medan Nomor: 3107/Pid.Sus/PN.Mdn adalah termasuk jari>mah 

takzir. Unsur-unsur jari>mah dalam tindak pidana perdagangan orang telah 
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terpenuhi. Dan sanksinya sesuai dengan hukuman takzir yang ditentukan 

oleh ulil amri atau Majelis hakim yaitu berupa hukuman pidana penjara 

dan denda sesuai dengan kemaslahatan umat dengan berpedoman pada 

Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan 

kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kepada para aparatur penegak hukum untuk lebih sigap serta bersinergi 

dalam upaya memberantas pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

Terutama hakim dalam memutuskan suatu perkara harus 

mempertimbangkan segala aspek dengan baik serta diharapkan selalu 

sesuai dan berpedoman dengan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan serta kepastian 

terhadap hukum. Serta diharapkan selalu bijaksana dan adil dalam 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 

2. Kepada masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan 

terhadap segala bentuk dari tindak pidana perdagangan orang, serta 

meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya sehingga tidak 

ada lagi yang akan menjadi korban dan dapat mengurangi perkembangan 

dari tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. 
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